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ABSTRAK 
Nama : Riswandi 
NIM : 10800110070 
Judul : Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Utara 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, 
kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
Setelah adanya kebijakan pemerintah tentang PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak 1% 
dari omzet yang kurang dari 4,8 milyar per tahun terhadap UMKM. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan karasteristik 
masalah penelitian ini diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari 
penyebaran kuesioner kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu sampling incidental. dengan sampel yang diperoleh 
sebanyak 95 responden, 53,68% termasuk kategori usaha mikro, 35,79% termasuk 
kategori usaha kecil dan 10,53 termaksud kategori usaha menengah. Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi, Uji R
2
, uji-t. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 
0,311 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang 
terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dipengaruhi oleh variabel sikap wajib 
pajak, norma subjektif, kewajiban moral,  kontrol perilaku yang dipersepsikan, 31,1% 
dan sisanya 68,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian 
ini.Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 
norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 
kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kontrol perilaku yang dipersepsikan 
merupakan variabel yang paling berpengaruh dengan nilai B sebasar 4,645 yang 
paling tinggi diantara variabel yang lain. Nilai t sebasar 3,192 dan signifikansi sebesar 
0,002. 
 
 
 
Kata kunci:  Sikap, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Kontrol Perilaku Yang 
Dipersepsikan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk 
membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam 
sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan 
penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber 
dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang 
sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa 
lagi diandalkan.
1
 Praktik perpajakan di indonesia saat ini telah berkembang begitu 
pesat megikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukan dengan 
meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan 
jumlah wajib pajak di indonesia.  
Wajah perpajakan Indonesia telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga 
dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk patuh menjalankan 
kewajibannya dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan 
dokumentasi yang menarik. Rakyat bahkan dikatakan hebat jika berani membayar 
pajak. Account representatif di KPP juga membantu Wajib Pajak (WP) untuk 
menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sensus Perpajakan Nasional 
ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. Semua 
pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua 
pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan 
                                                          
1
 Widayati Dan Nurlis,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar 
Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas  ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama 
Gambir Tiga ,”Simposium Nasional Akuntansi purwekerto XIII . 2010. h 1. 
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rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka 
keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan 
tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan 
pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut 
masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat.
2 
Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat 
melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dari tiap tahunnya realisasi 
penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Direktorat Jenderal Pajak 
sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah 
memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat 
program perubahan (Change Program), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik 
yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan 
secara efektif dan efisien.
3
 
Disaat Indonesia mengalami krisis, yang mampu bertahan dikala deburan 
ombak keterpurukan hanyalah UMKM ibarat sebuah pioner bangsa yang mampu 
menjelma sebagai dewa penyelamat disaat keterpurukan terjadi. Perekonomian 
Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah.
4
 Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbukti memiliki peran dan 
memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. UMKM mampu bertahan dari 
                                                          
2
 Wahyu Suminarsasi dan Mada Supriyadi,” Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan 
Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax 
Evasion),”Simposium nasional akuntansi XII Malang, 2009,h 1. 
3Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra,” Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama 
Padang,2012,h 3. 
4
   Mutiara Mutiah Dkk,” Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib 
Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif),”Simposium Nasional Akuntansi 
XIV Aceh, 2011.hlm 2. 
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beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 
1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang 
bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu 
menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali.
5
 Ilham Arief Sirajuddin 
mengatakan, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota 
Makassar terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, jumlah UMKM yang ada di 
kota Makassar telah mencapai 9.000 UKM dengan 80 persen diantaranya bergerak di 
sektor komsumsi, jasa dan industri kreatif Sumbangan sektor UMKM terhadap 
perekonomian di kota Makassar juga sangat signifikan, untuk itu Pemerintah Kota 
terus mendorong pengembangan usaha dari sektor ini.
6
 
 Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka 
akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah 
UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada 
pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal 
tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib 
Pajak UMKM dalam hal perpajakannya.
7
 Kenyataan yang ada di Indonesia 
menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum 
optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax ratio (perbandingan 
antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) 
                                                          
5
 Rizki Rudiantoro  dan Sylvia Veronica Siregar,” Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta 
Prospek Implementasi Sak Etap,” Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 2011.hlm 2. 
6
 Muh Hasanuddin, “Pemkot Makassar Selenggarakan Pameran UMKM”, ANTARA News. 
Com  22 juli 2013. http:/www. ANTARA News Makassar Sulawesi Selatan.com ( 20 mei 2014). 
7
Mutiara Mutiah Dkk, Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak 
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif),”Simposium Nasional Akuntansi XIV 
Aceh, 2011.hlm 2. 
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suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai 
tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan angka 
tax gap (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan 
realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya).
8
 Kenyataanya 
di Indonesis mayoritas adalah umat islam dan telah dijelaskan dalam QS Al-
Baqarah/2:267 
                            
                        
               
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
9
 
Berdasarkan ayat diatas Allah SWT dengan jelas telah jauh sebelumnya 
menganjurkan kepada manusia harus menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang 
telah diperoleh. Menafkahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak 
orang lain yang ada dalam harta yang dimilikinya.  Dalam hal ini yaitu mengeluarkan 
sebagian hartanya dengan membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, 
kerena dengan membayar pajak dari hasil usaha akan membantu kepentingan sosial.  
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Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih 
dominan terlihat setelah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan 
khusus Pajak Penghasilan untuk usaha mikro kecil dan menengah. Peraturan 
Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit 
tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan 
ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final.
10
  Dengan 
tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib 
pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak 
termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto 
tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun pajak. diberlakukannya Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 
46 Tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi 
penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang pro dan 
kontra. Dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku UMKM. Terhadap para pelaku 
usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang 
memberatkan pelaku usaha itu. Pengenaan pajak penghasilan final tersebut tidak 
mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Serta 
pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang 
mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun 
pajak berikutnya. 
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Namun masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM 
sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM menjadi panas 
dingin. Dalam hal terjadi kezaliman terhadap pelaku UMKM, yang diperjelas dalam 
QS An Nisa/4:29. 
                     ….   
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil…11 
Berdasarkan ayat diatas Allah menjelaskan janganlah sebahagian kamu 
memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil atau 
tidak benar, yang dimaksud memakan disini adalah pemungutan pajak dari omzet 
terhadap pengusaha UMKM yang belum tentu untung, jika ternyata pengusaha 
UMKM mengalami kerugian dan harus membayar pajak pula.  
Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. 
Penarikan pajak akan berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung 
pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. 
Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, kualitas juga akan 
menurun. Karena, mereka lebih banyak menggunakan hand made (buatan tangan) 
dibandingkan pabrik yang menggunakan mesin dan membutuhkan biaya lebih. Salah 
satu visi pemerintah adalah mengembangkan UMKM, tetapi jika peraturan ini 
diberlakukan akan membuat UMKM semakin sulit berkembang. 
Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah Pelaku UMKM 
yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini 
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memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban 
perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila 
dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan.UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan 
NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha 
formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Dengan 
mendapat akses ke perbankan, pelaku UMKM akan memiliki akses kredit perbankan 
untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian 
menjadi besar. 
Berdasarkan penelitian Sri Hardaya yang melakukan penelitian tentang 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone menemukan bahwa sikap 
terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan  
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
12
 Penelitian Mutiah M dkk 
mengintepretasikan Wajib Pajak UMKM dengan meneliti interpretasi mereka tentang 
pajak yang berangkat dari kurang terampilnya mereka menyusun laporan keuangan, 
yang kemudian berdampak pada kesulitan cara menghitung pajak yang terutang. 
Temuan Mutiah M dkk menginterpretasikan pajak menurut Wajib Pajak UMKM 
hampir sudah mengena terhadap substansi dari pajak itu sendiri meliputi suatu 
kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-
                                                          
12
 Sri H. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang 
Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Skripsi. Makassar. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2013.h 74. 
8 
 
undang), hal ini mengindikasikan bahwa, Wajib Pajak UMKM cukup paham terhadap 
substansi pajak.
13
  
Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian sebelumnya dengan 
fenomena kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 yang dikenal 
dengan pajak untuk UMKM yang membuat pro dan kontra terhadap wajib pajak 
UMKM  sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perilaku wajib pajak 
UMKM. Mengingat  kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 
peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul  “Faktor-Faktor 
Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Yang Terdaftar Di 
KPP Pratama Makassar utara”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 
masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah sikap, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan  berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
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C. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
H1 : Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
H2 : Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
H3: Kewajiban moral dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
H4: Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
H5: Kontrol perilaku yang dipersepsikan paling berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
D. Defenisi operasional dan ruang lingkup penelitain 
1. Defenisi operasional 
Defenisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel 
yang dapat diukur.
14
Penelitian ini menjelaskan 5 variabel yang terdiri atas satu 
variabel terikat (dependen) yaitu, kepatuhan wajib pajak UMKM. dan empat variabel 
bebas (independen) yaitu, sikap, norma subjektif,  kewajiban moral,dan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan. 
a. Variabel Independen 
1) Sikap (X1) 
Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif wajib 
pajak baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan mengenai objek , 
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orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak, 
apakah ada perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung 
atau tidak memihak. Dalam penelitian ini, variabel sikap terhadap kepatuhan diukur 
menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi lima pernyataan 
yaitu, Keinginan membayar pajak sesuai seharusnya, melakukan pembentukan dana 
cadangan untuk pemeriksaan pajak, perasaan pemanfaatan pajak transparan, perasaan 
diruntungkan oleh peraturan pemerintah tentang pajak 1%, Biaya suap kepada fiskus 
yang lebih besar dibandingkan pajak yang bisa dihemat. Agar dapat diukur, variabel 
sikap terhadap kepatuhan dinilai dengan skala Likert 5 poin dari 5 sampai 1 untuk 
menyatakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  
2) Norma subjektif (X2) 
Norma subjektif terhadap kepatuhan pajak merupakan pandangan yang 
ditimbulkan oleh orang lain dalam lingkungan seseorang sebagai responden terhadap 
perilaku yang ditunjukkan dalam kepatuhan perpajakan. Responden tersebut dapat 
terpengaruh atau tidak terhadap kondisi sosial di sekitarnya, tergantung pada 
kekuatan kepribadian yang dimilikinya.
15
 Dalam penelitian ini, variabel Norma 
subjektif diukur menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi 
pernyataan yaitu, pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, keluarga, sosialisasi 
dari petugas pajak dan pengaruh dari petugas pajak. Agar dapat diukur, variabel 
Norma subjektif dinilai dengan Skala Likert 5 Point dari 5 sampai 1 untuk 
menyatakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 
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3) Kewajiban moral (X3) 
Kewajiban moral adalah norma individu yang dipunyai oleh pengusaha 
UMKM, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh pengusaha UMKM lain. Dalam 
penelitian ini, variabel kewajiban moral diukur menggunakan data primer yang 
berasal dari kuesioner yang berisi lima pernyataan yaitu, melanggar etika, perasaan 
bersalah, melanggar prinsip hidup, merasa malu dan menjadi warga Negara yang 
yang baik. Agar dapat diukur, variabel kewajiban moral dinilai dengan Skala Likert 5 
Point dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 
dan sangat tidak setuju. 
4) Kontrol perilaku yang dipersepsikan. (X4) 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini 
wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam menampilkan 
perilaku kepatuhan pajak.
16
 Dalam penelitian ini, variabel kontrol perilaku yang 
dipersepsikan diukur menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang 
berisi pertanyaan yaitu:  Kemungkinan diperiksa pihak fiskus, kemungkinan dikenai 
sanksi, kemungkinan pelaporan oleh pihak ketiga, agar mendapatkan pinjaman dari 
bank dan kemungkinan ditegur petugas pajak. Agar dapat diukur, variabel kontrol 
keperilakuan yang dipersepsikan dinilai dengan Skala Likert 5 Point dari 5 sampai 1 
untuk menyatakan sangat setuju, setuju,  ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak 
setuju.  
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b. Variabel Dependen 
Variable dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y),  
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel laten ini 
diukur dengan menggunakan instrumen yang direplikasi dari penelitian Mustikasari 
(2003) yaitu:
17
  Kepatuhan penyerahan SPT, Kepatuhan pembayaran, Kepatuhan 
pelaporan. 
Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak  UMKM untuk 
Berperilaku Patuh diukur menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner, 
dengan Skala Likert 5 Point dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat tidak setuju, 
tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan pengujian hipotesis ( hypothesis testing study). 
Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan antar variabel 
yang akan diuji di dasarkan dengan teori yang ada. Penelitian ini berusaha 
menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Analisis faktor-faktor mencoba mengkaji hubungan internal dari sejumlah variabel-
variabel. Variabel-variabel yang erat hubungannya akan bergabung membentuk 
sebuah faktor dimana setiap faktor yang terbentuk menggambarkan ciri dari variabel 
pembentuknya. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar pada wajib pajak UMKM 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. 
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E. Kajian Pustaka 
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak dilakukan. 
Berikut ini adalah beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama 
(tahun) 
Judul Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 2 3 4 5 
1 Bobek 
dan 
Hatfiel
d 
(2003) 
An 
Investigation 
of the Theory 
Planned 
Behavior and 
the Role 
Moral 
Obligation in 
Tax 
Compliance 
Kuantitatif Model TPB, sikap, norma 
subjektif, dan kontrol 
keperilakuan yang dipersepsikan 
secara positif mempengaruhi 
perilaku ketidakpatuhan. Perasaan 
individu terbesar atas kewajiban 
moral sedikit mempengaruhi 
ketidakpatuhannya.Kewajiban 
moral tidak mempengaruhi dan 
tidak signifikan terhadap 
variabelvariabel TPB 
2 Mustik
asari 
(2007) 
Kajian 
Empiris 
Tentang 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Badan Di 
Perusahaan 
Industri 
Pengolahan 
Di Surabaya 
 Kuantitatif 
dengan 
metode  
random 
sederhana 
simple 
random 
sampling  
menunjukkan bahwa (1) tax 
professional yang memiliki sikap 
terhadap ketidakpatuhan positif, 
niat ketidakpatuhan pajaknya 
tinggi, (2) pengaruh orang sekitar 
(perceived social pressure) yang 
kuat mempengaruhi niat tax 
professional untuk berperilaku 
patuh, (3) tax professional yang 
memiliki kewajiban moral yang 
tinggi, niat ketidakpatuhan 
pajaknya rendah atau sebaliknya.   
14 
 
1 2 3 4 5 
3 Novita 
Maladia 
(2010) 
Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi Tax 
Compliance Wajib 
Pajak Badan  
Pada Perusahaan 
Industri 
Manufaktur  
Di Semarang 
Kuantitatif 
dengan 
metode 
pengambilan 
sampel yaitu 
Teknik 
incidental 
sampling 
yaitu Sikap tax professional 
terhadap kepatuhan pajak 
berpengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Pajak 
Badan secara signifikan,  
niat tax professional untuk 
berperilaku patuh, 
kondisi keuangan,  
fasilitas perusahaan  
dan iklim organisasi  
berpengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Pajak 
Badan secara signifikan . 
 
4 Mutiah 
dkk,(201
1) 
Interpretasi Pajak 
Dan Implikasinya 
Menurut Perspektif 
Wajib Pajak Usaha 
Mikro, Kecil Dan 
Menengah (Sebuah 
Studi Interpretif) 
Kualitatif 
dengan 
menggunaka
n pendekatan 
penomenalog
i 
menunjukkan bahwa 
implikasi dari adanya 
pajak bagi UMKM 
menunjukkan bahwa 
dengan adanya pajak 
memberikan dampak atau 
implikasi yang cenderung 
mengarah pada suatu 
kerepotan, mereka merasa 
banyak yang harus 
dikerjakan terkait adanya 
pajak yang dikenakan. Hal 
ini mungkin, karena 
manfaat yang ditimbulkan 
dari adanya pajak itu tidak 
secara langsung dapat 
mereka rasakan, sehingga 
paradigma yang muncul 
adalah sesuatu yang 
cenderung berkonotasi 
negatif.  
 
 
15 
 
 
1 2 3 4 5 
5 Farisya 
Widya 
Agustina 
 (2010) 
Pengaruh sikap, 
norma subjektif, 
kewajiban moral 
terhadap tindakan 
wajib pajak  ( 
studi kasus pada 
KPP Pratama 
Serpong) 
Kuantitatif 
dengan 
metode 
pengambilan 
sampel yaitu  
Teknik 
random 
sampling 
Berdasarkan hasil uji parsial, 
menunjukkan bahwa Sikap, 
norma subjektif,  kewajiban 
moral memiliki 
pengaruhyang signifikan 
terhadap tindakan wajib 
pajak orang pribadi.  
Berdasarkan hasil uji 
simultan, menunjukkan 
bahwa Sikap, norma 
subjektif,  kewajiban moral 
memiliki pengaruhyang 
signifikan terhadap tindakan 
wajib pajak orang pribadi. 
6 Sri 
Hardaya 
(2013) 
Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan Yang 
Terdaftar Di 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Watampone 
Kuantitatif 
dengan 
metode 
pengambilan 
sampel yaitu  
Teknik 
incidental 
sampling   
Berdasarkan hasil uji 
parsial, menunjukkan 
bahwa Sikap, kewajiban 
moral, kontrol perilaku 
yang dipersepsikan dan 
kondisi keuangan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib pajak 
badan.  
Berdasarkan hasil 
pengujian secara simultan 
(uji F), menunjukkan 
bahwa variabel Sikap, 
Norma Subjektif, Kontrol 
Keprilakuan yang 
Dipersepsikan dan Kondisi 
Keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak 
Badan  
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1 2 3 4 5 
7 Fuadi dan 
Yenni 
(2013) 
Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Petugas 
Pajak, 
Sanksi 
Perpajakan 
dan Biaya 
Kepatuhan 
Pajak 
Terhadap 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
UMKM 
Kuantitatif 
dengan 
metode 
pengambilan     
sampel yaitu 
probbability 
sampling 
menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan dan sanksi 
perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. Semakin baik 
kualitas pelayanan petugas 
pajak dan semakin berat sanksi 
perpajakan yang dikenakan 
pada Wajib Pajak UMKM 
maka akan meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM. Di samping itu, biaya 
kepatuhan pajak berpengaruh 
negatif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM.  
F.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
a. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sikap, norma subjektif, kewajiban 
moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara parsial 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
b. Untuk memperoleh bukti empiris sikap, norma subjektif, kewajiban moral dan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara simultan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM.  
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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a. Manfaat Teoretis  
Dalam penelitian untuk mengembangkan Theory of Planned Behavior Ajzen 
(1991) yang mengatakan bahwa Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga 
faktor penentu, yaitu: (1) sikap; (2) norma subjektif; dan (3) kontrol perilaku yang 
dipersepsikan. Dalam Penelitian ini menembahkan satu variabel yaitu kewajiban 
moral dalam menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 
kepatuhan wajib pajak UMKM.  
b. Manfaat Praktis 
Secara praktis sebagai kontribusi dalam peningkatan pemahaman dan 
penegetahuan tentang perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. 
para pembuat Undang Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan 
sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun 
dari segi kewajarannya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan 
munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 
1. Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
2. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 
3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 
perilakunya  tersebut (perceived power)1. 
Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan 
sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan 
diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan 
bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan 
kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan 
mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan 
pembangunan negara (behavioral beliefs).  
                                                          
1
Icek  Ajzen. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological 
Considerations. September 2002  (Revised January, 2006). h 1. 
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Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang 
harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
(normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan  kepatuhan wajib pajak 
UMKM tentang pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari 
petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-
penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, 
akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak serta 
yang belum terdaftar sebagai wajib pajak agar mendaftar sebagai wajib pajak. 
Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang 
menentukan perilaku seseorang. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang 
akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap 
intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk 
berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku.
2
 Setelah wajib 
pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, serta yang belum terdaftar sebagai 
wajib pajak agar mendaftar sebagai wajib pajak, termotivasi oleh PP 46 Th 2013 yang 
mengatur tentang pengenaan pajak 1% bagi UMKM  serta fiskus dan sanksi pajak, 
maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian 
merealisasikan niat tersebut. 
B. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk 
melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan  
aturan yang telah ditetapkan. kepatuhan wajib pajak juga meliputi kepatuhan yaitu 
kepatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketidakpatuhan 
                                                          
2
 Elia Mustikasari,” Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 
Industri Pengolahan Di Surabaya,”Simposium Nasional Akuntansi  X Unhas Makasar  2007.h 4. 
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yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hal ini 
disebabkan karena wajib pajak berusaha menghindari kewajiban pajaknya. 
Ketidakpatuhan yang tidak disengaja terjadi karena wajib pajak tidak mengetahui atau 
memahami aturan pajak.
3
 
Kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok 
dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan 
dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara 
benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan 
pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah perbutan dan perilaku pengusaha 
UMKM yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlakukan oleh pemerintah 
dalam sektor perpajakan, dengan melihat apakah pengusaha UMKM patuh tehadap 
aturan yang berlaku. Dalam sistem Self Assessment System, administrasi perpajakan 
berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan 
sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang 
digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan 
penting dalam sistem self assessment system, karena tanpa pengawasan dalam kondisi 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak 
akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban 
pajaknya dengan tidak baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak 
akan tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan 
                                                          
3
 Simajuntak, Edward Gaben.. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
Restoran dan Retribusi Warung Makan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan”. Skripsi Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. 
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dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan 
dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.
4
 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 
tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bila 
memenuhi kriteria :
5
 
a. Kriteria Umum 
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 
(dua) tahun terakhir. 
2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 
3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut. 
3) SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan b 
telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa 
pajak berikutnya. 
4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak : 
i. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 
   menunda pembayaran pajak 
ii. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP 
  yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 
5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan. Yang termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan adalah 
tindak pidana yang sesuai dengan pasal 39 Undang-undang KUP yaitu : 
i. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa 
hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
ii. Tidak menyampaikan SPT. 
iii. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau     
tidak lengkap. 
iv. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan. 
v.Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan 
pada saat pemeriksaan. 
                                                          
4
  Dwi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa. “ Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan 
Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di 
Kabupaten Sleman Yogyakarta”. 2013.h 2 
5
 Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 Tentang Kriteria 
Wajib Pajak Yang Dapat Ditetapkan Sebagai Wajib Pajak Patuh 
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vi.Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak 
memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya untuk kepentingan 
pemeriksaan. 
vii. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. 
b. Kriteria Khusus 
1) Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 (dua) tahun 
terakhir. 
i. Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan pasal 28 UU No. 6 tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang terakhir 
kali diubah dnegan UU No. 16 Tahun 2000. 
ii. Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiskal yang dilakukan 
pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 
10%. 
C. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak  
Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu 
antara keseimbangan hak negara dan hak warga. Negara pembayar pajak, maka 
Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. 
Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak 
dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Setiap 
Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, karena terdapat 
kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan Wajib Pajak termasuk untuk Wajib Pajak 
UMKM. Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 
3. Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah 
ditentukan. 
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 
5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. 
Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo meliputi: 
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1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. 
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak. 
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 
10. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak 
meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, 
mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak. 
11. Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis. 
12. Hak kerahasian bagi wajib pajak. 
13. Hak mendapatkan insentif perpajakan.6 
D.  Sikap  
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 
terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 
perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. 
Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam 
lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, 
                                                          
6
 Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.2008.h 54. 
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seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Secara 
timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku.
7
 
Sikap berperan penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam 
lingkungannya. Selain komponen sikap juga masih banyak komponen lain yang 
mempengaruhi perilaku seseorang antara lain stimulus, latar belakang individu, 
motivasi, dan status kepribadian. Sedangkan lingkungan itu sendiri serta sikap dan 
perilaku seseorang secara timbal balik saling mempengaruhi.
8
 Sikap berperan penting 
dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya. Selain komponen sikap 
juga masih banyak komponen lain yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain 
stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian. Sedangkan 
lingkungan itu sendiri serta sikap dan perilaku seseorang secara timbal balik saling 
mempengaruhi. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk 
berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam hal ini, seseorang 
yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak 
untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Seorang pelaku UMKM yang 
mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki 
kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula 
sebaliknya. Seorang pelaku UMKM yang tidak mendukung (bersikap negatif) 
terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak 
melakukan tindakan kepatuhan pajak 
                                                          
7
 Elia Mustikasari,” Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 
Industri Pengolahan Di Surabaya,”Simposium Nasional Akuntansi  X Unhas Makasar  2007.h 4.. 
8Elia Mustikasari,” Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 
Industri Pengolahan Di Surabaya,”.h 6. 
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E. Norma Subjektif  
Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu 
dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) 
menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi 
mereka.
9
 Apabila orang sekitar patuh dalam membayar pajak maka akan berpangaruh 
terhadap wajib pajak dalam membayar pajak. Di dalam Theory of planned of 
behavior, norma subjektif (subjective norms) dipengaruhi oleh kepercayaan-
kepercayaan normatif (normative beliefs), yaitu kepercayaan tentang harapan yang 
dimiliki oleh individu yang melakukan perilaku terhadap pandangan orang lain agar 
dapat menerima dan melakukan motivasi terhadap perilaku yang ditunjukkan. 
Norma subjektif merupakan suatu persepsi yang bersifat individual terhadap 
tekanan sosial dalam melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma 
subjektif dapat ditentukan dan diukur sebagai suatu kumpulan keyakinan normatif 
mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan acuan yang signifikan terhadap suatu 
perilaku .Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila persepsi 
orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. 
F. Kewajiban moral 
Perilaku moral adalah perilaku yang mengikuti kode moral kelompok 
masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat kebiasaan atau tradisi. Perilaku 
tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial 
tersebut. Ketidakpatuhan ini bukan karena ketidakmampuan memahami harapan 
kelompok tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan 
                                                          
9
 8Icek Ajzen. The Theory Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Deci-sion 
Processes. 50: 179-211.1991.h 195 
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kelompok sosial tersebut, atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhinya. 
Perilaku di luar kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari harapan 
kelompok sosial yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan 
dalam memahami harapan kelompok sosial. Perkembangan moral bergantung pada 
perkembangan intelektual seseorang. 
Selain sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 
yang terkandung di dalam TPB, terdapat beberapa variabel lain yang dapat 
mempengaruhi niat dan perilaku. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain 
dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kewajiban 
moral selalu berkaitan dengan nilai moral yang terungkap lewat prinsip dasar yang 
baik harus dilakukan bukan sesuatu yang diwajibkan kerena baik dan bernilai. 
Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun 
kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu yang positif, akan 
berdampak pada niat individu yang selalu mematuhi peraturan perpajakan.  
G. Kontrol Perilaku  yang Dipersepsikan 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dalam 
konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang 
yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti 
melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan 
mengurangkan beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam 
penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan 
pajak.
10
 kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa 
kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi 
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 Elia Mustikasari,” Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 
Industri Pengolahan Di Surabaya,”Simposium Nasional Akuntansi  X Unhas Makasar  2007. H 6 
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motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu 
merasa mampu untuk menampilkan perilaku.
11
 
Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar 
kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk 
memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang 
nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika 
kesempatan itu muncul. Namun, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan 
dengan niat individu tersebut. Pertentangan antara perilaku dan niat dapat 
dikarenakan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk 
memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan 
mempengaruhi perceive behavioal control individu tersebut. Perceived behavioral 
control tersebut yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan 
sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.
12
 
H. Kerangka Teoretis 
Kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh 
sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral 
kepatuhan wajib pajak yang ada di kota Makassar. Gambar 2.1 menyajikan kerangka 
pemikiran teoretis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. 
Variabel independen yang digunakan yaitu, sikap, norma subjektif, kontrol 
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 Elia Mustikasari,” Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan 
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keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral. Sedangkan variabel dependen 
yaitu kepatuhan membayar pajak bagi pelaku UMKM. 
Gambar 2.1 
Kerangka Teoretis 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
    
 
Keterangan:                
Pengaruh sikap, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada 
pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka 
dan melakukan analisis data dengan prosedur staistik.
1
 Membuktikan secara empiris 
sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kewajiban 
moral wajib pajak UMKM di kota Makassar untuk berperilaku patuh. Berdasarkan 
karasteristik masalah penelitian ini diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif 
yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu 
populasi. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mempunyai 
masalah baru dengan diberlakukannya PP no 46 tahun 2013 tentang pajak 1% dari 
omzet. 
2. Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di kota Makassar dengan membagikan kousioner 
kepada wajib pajak UMKM, yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama  Makassar Utara. Penelitian ini dimulai pada 1 Juli 2014 – 15 
Agustus 2014.  
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan karakteristik masalah, yaitu 
penelitian studi kasus dan lapangan. Merupakan penelitian dengan karesteristik 
                                                          
1
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta:  BPFE, 
2013), h. 12. 
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masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang 
diteliti, serta intraksinya dengan lingkungan.
2
Subyek yang diteliti adalah wajib pajak 
pengusaha UMKM. Studi kasus cenderung menguji relatif banyak variabel dengan 
jumlah sampel relatif sedikit. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Menurut UU 
No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 1 adalah:
3
 
 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 
diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 
Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan 
memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara 
keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat. 
                                                          
2
 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, h 26. 
3
 Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM. 
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Kriteria UMKM Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Kriteria Usaha Mikro dalam pasal 6  adalah sebagai berikut:
4
 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).  
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah). 
2. Sampel Penelitian 
Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin 
sebagai berikut : 
 n=  
Keterangan :  
n : Jumlah sampel  
N : Jumlah populasi 
1  :  Angka konstan  
                                                          
4
 Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM. 
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 e : error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi 
(ditentukan 10%)  
Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara jumlah wajib pajak 
UMKM yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya hingga tahun 2014 
sebanyak 12.524 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu jumlah sampel minimal 
untuk penelitian ini dengan e (error) sebesar 10% adalah :  
n  =   
  n  =  
  n  =  
n = 99,20 dibulatkan 100 sampel 
Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel  yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 100 sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling incidental. Sampling insidental adalah teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
5
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data 
subjek adalah data penelitian angka yang sifatnya dapat dihitung. Berdasarkan 
sumbernya, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang 
                                                          
5
 Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”. 
Cetakan Kee-16, Alfabeta-Bandung, 2012.h 85. 
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diperoleh melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah 
daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh 
responden. Kuesioner disebarkan secara langsung ke wajib pajak Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) yang ditemui di KPP Pratama Makassar Utara.  
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
Jenis data kuesioner. Adapun kuisioner untuk mengukur variabel kepatuhan wajib 
pajak UMKM adalah sikap (X1), norma subyektif (X2) kewajiban moral (X3) dan 
control perilaku yang dipersepaikan (X4).  Kuesioner tersebut menggunakan lima 
skala likert. Skala Likert 5 Point dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, 
setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang akan dibagikan kepada 
para pengusaha UMKM yang ada di kota Makassar. Sedangkan sumber data yang 
digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.  
F. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang 
bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada 
kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum. Statistik deskriptif adalah satistik yang digunakan untuk menganalisa 
data dan memberikan informasi mengenai karasteristik variabel penelitian yang 
utama dan data demografi responden.
6
 Ukuran yang digunakan dalam analisis 
deskriptif tergantung pada tife skala construct yang digunakan dalam penelitian.. 
                                                          
6
 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta:  BPFE, 
2013), h. 170. 
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Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala liker 5 poin 
dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut: 
 
dimana  :  C = Perkiraan besarnya kelas 
 K = Banyaknya kelas 
 Xn = Nilai observasi terbesar 
 X1 = Nilai observasi terkecil 
G. Metode Analisis 
Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
satu variabel terhadap variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat 
bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengambil keputusan. 
1.    Uji Kualitas Data 
a.  Uji Validitas  
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 
Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total akan mengakibatkan 
over estimate terhadap korelasi yang sebenarnya, maka perlu dilakukan koreksi 
dengan menggunakan part-whole. 
Selanjutnya untuk mengatahui apakah suatu item valid atau gugur maka 
dilakukan perbandingan antarakoefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r 
hitung> r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti item 
tidak valid (gugur). 
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b. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu : 
1) koefisien stabilitas,  
2) koefisien ekuivalensi,  
3) reabilitas kosistensi internal.   
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan konsep reabilitas 
konsistensi internal ( internal consistency relibiality ) Konsep reliabilitas menurut 
pendekatan ini  adalah konsistensi diantara butir-butir pertanyaan atau peryataan 
dalam suatu istrumen. Tingkat keterkaitan antara butir pertanyaan dan pernyataan 
dalam suatu istrumen untuk mengukur construct tertentu  menunjukkan tingkat 
reliabilitas konsistensi internal istrumen yang bersangkutan.
7
 Dilakukan dengan cara 
one shot (Pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali 
dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur 
korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,600.
8
 
     2.  Uji Asumsi Klasik 
Data yang digunakan adalah data primer, untuk menentukan ketepatan model 
perlu dilakukan pengujian atas beberapa Asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: 
                                                          
7
 Nur  Indriantoro dan Bambang S. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan 
Manajemen.h 181. 
8
 Anggun K.  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta). Skripsi. Semarang.   Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.2012..h 35. 
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uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas yang 
secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 
penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T 
dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau 
asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 
analisis grafik atau uji statistik.  
Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat 
tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa 
menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 
kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 
Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability plot adalah sebagai 
berikut :  
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas.  
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
9
  
                                                          
9
  Anggun K.  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta). Skripsi. Semarang.   Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.2012.h 37. 
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Uji Normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara 
visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu 
dianjutkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang 
dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik 
Kolgomorow-Smirnow (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis : 
H0 : Data residual berdistribusi normal  
Ha : Data Residual tidak berdistribusi normal 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 
baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Dasar 
analisisnya adalah sebagai berikut:  
1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05  maka kesimpulannya tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
2) Jika  nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05  maka kesimpulannya terjadi 
heteroskedastisitas. 
c.   Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 
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independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 
orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 
di dalam model regresi adalah sebagai berikut : 
1) Nilai  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
tinggai, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  
2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 
independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas, 0.90), maka hal 
ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonoeritas dapat 
disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.  
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 
Variance inflation Factor(VIP). Kedua ukuran ini menunjukkan 
setiapvariabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 
Tolerance mengukur variabilitas independen yang tepilih yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 
sama dengan VIF yang tinggi ( karena VIF = 1 / tolerance). Nilai Cuttoffyang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus 
menentukan singkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal 
nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun 
multikolonoeritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita 
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masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana asajakah 
yang paling berkolerasi.  
3. Uji Hipotesis 
a. Analisis Koefisien Determinasi R
2
 
Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah 
menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y.  
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah : 
1) Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independent terhadap 
variable dependent tidak kuat 
2) Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independent terhadap 
variabel dependent kuat. 
Adapun pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi atau 
seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (Independent) terhadap variabel  
terikat (Dependent), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono.
10
 
Tabel 3.2 
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 
Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat 
Sumber : Sugiyono 2012 
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 Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”. 
Cetakan Kee-16, Alfabeta-Bandung, 2012.h 250. 
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 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 
jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 
variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi 
mana model regresi yang terbaik.
11
 
b. Uji Regresi Berganda  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 
yaitu melihat pengaruh sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan kontrol 
keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Model 
persamaan penelitian yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai 
berikut : 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e  
Keterangan:  
Y = kepatuhan wajib pajak UMKM  
β0 = Bilangan konstanta  
β1 = Koefisien arah persamaan penelitian  
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  Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang : 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hal.97. 
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X1 = Sikap  
X2 = norma subyektif  
X3 = kewajiban moral 
X4 = kontrol perilaku yang dipersepsikan  
e = kesalahan pengganggu (disturbance’s error) 
Analisis persamaan penelitian digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 
antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel 
dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau 
stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen 
diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). 
Ketepatan fungsi persamaan penelitian sampel dalam menaksir nilai aktual 
dapat diukur dari nilai goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat 
diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. 
Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 
berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak 
signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. 
Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis persamaan penelitian linier 
berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  
Uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. 
Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5 diuji. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat Instansi 
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas 
dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak 
yang bertugas memungut pajak di ekitas provinsi yang bersangkutan pada tahun 
1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka 
pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur 
kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama “Inspectie Van Financjen” 
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya 
tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekan, maka pada 
tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi 
Derektorat Jenderal Pajak sedang untuk daerah tingkat I dengan nama Kantor 
inspeksi pajak. 
Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, 
demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembang perekonomian 
seperti Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Kantor Inspeksi Makassar  
Kantor inspeksi Pajak Makassar wilayahnya meliputi Propinsi Sulawasi 
Selatan,Barat dan Sulawasi Tenggara (SUSELBARTRA) 
b. Kantor Inspeksi Manado  
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Sulawasi Utara dan Sulawesi 
Tengah. Pada tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor Pajak 
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Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor: 
KEP/276/kmk01/1989 panggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak 
yang tersebar di kota lain Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara, maka dibangunlah 
Kantor Dinas Luar pada tingkat I dan tingkat daerah tingkat II. 
Di Makassar sendiri Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terbagi dalam empat 
wilayah kerja, yaitu : 
1) Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ( 812 ) : 
a. Provinsi Sulawesi Selatan 
b. Sulawesi Barat 
c. Provinsi Sulawesi Tenggara 
2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ( 801 ) : 
a. Kec. Wajo 
b. Kec. Ujumg Tanah 
c. Kec. Tallo 
d. Kec. Bontoala 
e. Kec. Biringkanaya 
f. Kec. Tamalanrea 
3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat ( 804 ) : 
a. Kec. Tamalate 
b. Kec. Mariso 
c. Kec. Ujumg Pandang 
d. Kec. Mamajang 
4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ( 805 ) : 
a. Kec. Panakukkang 
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b. Kec. Manggala 
c. Kec. Rappocini  
d. Kec. Makassar 
2. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara 2014 
Kepala Kantor 
Dwi Ismurdiono 
Subbagian 
Umum 
Nuzul Nur 
Kelompok 
Jabatan 
Fungsional 
 
 
 
Seksi PDI 
Mohamm
ad Irfan 
 
Seksi 
Penagihan 
Adnan 
Seksi 
Pelayana
n Zaenal 
Haq 
 
Seksi 
pemeriksa
an 
Andarias 
Sallo 
Seksi 
Ekstensifik
asi Amir M 
Seksi 
Pengawasan 
dan Konsultasi  
I                 
Mohamad Anas 
Seksi 
Pengawasan 
dan Konsultasi 
II    
        Setya Budi 
Satoso 
Seksi 
Pengawasan dan 
Konsultasi  III                      
Hendry Irawan 
Seksi 
Pengawasan 
dan Konsultasi 
IV          Edi 
Faruddin 
45 
 
 
 
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian : 
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
1)  Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan 
tahun lalu. 
2)  Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka 
intensifikasi perpajakan. 
3)  Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial 
dalam rangka intensifikasi perpajakan. 
4)  Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotangan atau 
pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan 
ketetepan pajak . 
5)  Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi parpajakan  
b. Sub Bagian Umum 
1) Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan 
dari wajib pajak. 
2) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan 
pajak. 
3) Melaksanakan pemprosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak). 
4) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah 
memenuhi jadwal retensi arsip. 
5) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
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1) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. 
3) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam 
rangka pemanfaatan data perpajakan. 
4) Melaksakan perekaman dan vadilasi dokumen perpajakan.  
5) Melaksanakan perbaikan (updating) data. 
6) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 
d. Seksi Pelayanan 
1) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari 
wajib pajak dan surat lainnya. 
2) Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau 
pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) 
3) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Pajak Wajib pajak 
(NPWP)  dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 
4) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk pindah ke 
kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban 
perpajakan lainnya. 
e. Seksi Penagihan 
1) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan 
2) Melaksanaan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / STP / STB beserta 
lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) beserta bukti 
pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak. 
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3) Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atas 
pelaksanakan SP dan SPMP . 
4) Melaksanan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan, 
keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali,surat keputusan 
pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding. 
5) Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran 
pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. 
f.   Seksi Pemeriksaan 
1) Melakukan penyesuaian encana pemeriksa pajak agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar. 
2) Menyusun daftar Nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib 
Pajak yang akan di periksa. 
3) Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), Surat 
pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak. 
4) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan. 
5) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan 
rencana yang di tetapkan. 
g. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I s/d IV 
1) Meneliti Estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan 
ekonomi dan keuangan. 
2) Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan 
analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. 
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3) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana 
kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan 
pemuktahiran data wajib pajak . 
4) Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data Wajib Pajak (Data Matching). 
h. Seksi Ekstensifikasi  
1) Melakukan pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
Ekstensifikasi perpajakan . 
2) Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber NPWP . 
3) Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka 
pembuatan monografi fiscal. 
4) Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai jual Objek 
Pajak. 
i.  Kelompok Jabatan Fungsional  
1) Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi : 
2) Pemeriksaan Lengkap dalam rangka penagihan  
3) Pemeriksaan Sederhana dalam rangka penagihan 
4) Melakukan Penilaian PBB  
5) Pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak 
6) Melaksanakan Ekstensifikasi WP orang pribadi/ badan 
j.  Tempat Pelayanan Terpadu  
1) Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat 
permohonan, dan surat lainnya dari wajib pajak. 
2) Menyelesaikan register harian SPT Masa semua jenis pajak dari wajib pajak, 
objek pajak, dan atau penhukuhan pengusaha kena pajak 
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3) Menerbitkan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau 
pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta 
pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKP, 
SKB, dan lain-lain. 
4) Melaksanakan proses penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk 
pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun 
kewajiban perpajakan lainnya.  
B.  Hasil Penelitian 
1. Hasil Uji kualitas data 
a. uji validitas 
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesiner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan 
perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang 
diharapkan peneliti.  
Tabel 4.1 
Hasil uji validitas variabel Sikap  
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Pernyataan  1.X1.1 0,889** 0.201 Valid 
Pernyataan  2.X1.2 0,842** 0.201 Valid 
Pernyataan  3.X1.3 0,890** 0.201 Valid 
Pernyataan  4.X1.4 0,840** 0.201 Valid 
Pernyataan  5.X1.5 0,733** 0.201 Valid 
        Sumber: Data primer yang diolah(2014) 
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Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
sikap yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing indikator pernyataan valid karena 
nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
Tabel 4.2 
Hasil uji validitas variabel Norma Subjektif 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Pernyataan  1.X2.1 0,718** 0.201 Valid 
Pernyataan  2.X2.2 0,744** 0.201 Valid 
Pernyataan  3.X2.3 0,749** 0.201 Valid 
Pernyataan  4.X2.4 0,760** 0.201 Valid 
Pernyataan  5.X2.5 0,736** 0.201 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah(2014) 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
norma subjektif yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing indikator pernyataan 
valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r tabel pada signifikansi 
0,05 (5%). 
Tabel 4.3 
Hasil uji validitas variabel Kewajiban Moral 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Pernyataan  1.X3.1 0,873** 0.201 Valid 
Pernyataan  2.X3.2 0,918** 0.201 Valid 
Pernyataan  3.X3.3 0,932** 0.201 Valid 
Pernyataan  4.X3.4 0,900** 0.201 Valid 
Pernyataan  5.X3.5 0,890** 0.201 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah(2014) 
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Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
kewajiban moral yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing indikator pernyataan 
valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r tabel pada signifikansi 
0,05 (5%). 
Tabel 4.4 
Hasil uji validitas variabel Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Pernyataan  1.X4.1 0,823** 0.201 Valid 
Pernyataan  2.X4.2 0,770** 0.201 Valid 
Pernyataan  3.X4.3 0,796** 0.201 Valid 
Pernyataan  4.X4.4 0,832** 0.201 Valid 
Pernyataan  5.X4.5 0,758** 0.201 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah(2014) 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
kontrol perilaku yang dipersepsikan yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing 
indikator pernyataan valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r 
tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
Tabel 4.5 
Hasil uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Pernyataan  1.Y.1 0,860** 0.201 Valid 
Pernyataan  2.Y.2 0,900** 0.201 Valid 
Pernyataan  3.Y.3 0,886* 0.201 Valid 
Pernyataan  4.Y.4 0,899** 0.201 Valid 
Pernyataan  5.Y.5 0,757** 0.201 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah(2014) 
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Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing 
indiKator pernyataan valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r 
tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
b. Uji Realibilitas 
Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesiner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten 
atau stabil dari waktu kewaktu.  Reliabilitas yang dapat diterima berada di antara 
range 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah yang melebihi 0,80. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Alpha 
Cronbach’s 
Batas 
reliabilitas 
Keterangan 
Sikap  0,894 0,60 Reliabel 
Norma Subjektif  0,790 0,60 Reliabel 
Kewajiban Moral 0,943 0,60 Reliabel 
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 0,855 0,60 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,909 0,60 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
 
2. Analisis Deskriptif 
 Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban 
yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan pernyataan dan 
penilaian atas pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh penulis. Kemudian data 
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yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang diajukan, selanjutnya 
dihitung persentasenya. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui 
karakteristik dan tanggapan responden terhadap item-item pernyataan dalam 
kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) yang terdaptar di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini 
dimulai pada 1 Juli 2014 – 15 Agustus 2014. Dengan cara membagikan kousioner 
kepada wajib pajak UMKM  Sampel yang berhasil terkumpul dapat dilihat pada tabel 
4.7 berikut ini. 
Tabel 4.7 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Kuesioner yang dibagikan 100 100% 
Kuesioner yang tidak kembali 3 3% 
Kuesioner tidak yang lengkap 2 2% 
Kuesioner yang menjadi sampel 95  95% 
  Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel di atas, kuesioner yang dibagikan kepada responden 
berjumlah 100 kuesioner,  sedangkan kuesioner yang tidak kembali berjumlah 3 atau 
3% karena responden yang berikan kuesioner tersebut susah untuk ditemui, dan 
kuesiner yang tidak lengkap karena masih banyak pernyataan yang belum diisi oleh 
responden berjumlah 2 atau 2% dari kuesioner yang dibagikan, sehingga kuesioner 
yang menjadi sampel berjumlah 95 atau 95% dari kuesioner yang dibagikan.  
a. Karakteristik Responden 
Gambaran umum tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat 
dalam kuesioner pada bagian identitas responden yang meliputi jenis kelamin, jenis 
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umur, pendidikan terakhir dan usaha berdasarkan hasil penjualan/pendapatan. 
Gambaran umum responden dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini: 
Tabel 4.8 
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase  
Laki-Laki 57 60% 
Perempuan  38 40% 
Jumlah  95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, 40% atau 38 
responden berjenis kelamin perempuan dan 60% atau 57 responden berjenis kelamin 
laki-laki. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-
laki.  
Tabel 4.9 
Komposisi Responden Berdasarkan Umur 
 
Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 
20 - 40 25 26,31% 
41 - 60 56 58,95% 
> 60 14 14,74% 
Jumlah  95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 
20 sampai 40 tahun sebanyak 25 orang atau 26,31%, usia antara 41 dampai 60 tahun 
sebanyak 56 orang atau 58,95%, dan usia di atas 60 ada 14 orang atau 14,74%. 
Dengan demikian responden terbanyak berusia antara 41 sampai 60 tahun. 
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Tabel 4.10 
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Pendidikan Terakhir Frekuensi  Persentase  
SMA 33 34,74% 
Diploma  9 9,47% 
Sarjana  48 50,53% 
Lain-Lain 5 5,26% 
Jumlah  95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
 Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, 50,53% atau 
48 responden berpendidikan terakhir setingkat Sarjana, 34,74% atau 33 responden 
berpendidikan terakhir setingkat SMA, 9,47% atau 9 responden berpendidikan 
terakhir setingkat Diploma, dan 5,26% atau 5 responden berpendidikan selain SMA, 
Diploma dan Sarjana. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden 
yang berpendidikan Sarjana. 
Tabel 4.11 
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Usaha 
Jenis Usaha Frekuensi  Persentase  
Mikro  51 53,68% 
Kecil  34 35,79% 
Menengah  10 10,53% 
Jumlah  95 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
 Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 95 responden, sebanyak 51 
responden atau 53,68% termasuk usaha Mikro, 34 responden atau 35,79% termasuk 
usaha Kecil dan 10 responden atau 10,53%  yang termasuk usaha Menengah. Dengan 
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demikian jumlah sampel terbanyak adalah responden dengan usaha Mikro. 
Pengelompokan jenis usaha ini berdasarkan definisi UMKM menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu: 
1) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
2) Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
3) Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih 
dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
b.   Tanggapan Responden 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap, norma subjektif, 
kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dan variabel Y adalah 
ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dengan cara membagikan kuesiner kepada 
responden yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 95 kuesioner. 
Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Intersepsi 
skor item pada variabel penelitian dapat dilihat pada tebel berikut: 
Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu: 
 
  
   
 
      
 
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80 dengan demikian 
rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Ikhtisar rentang skala faktor-faktor kepatuhan wajib pajak 
 
Rentang  Sikap Norma 
subjektif 
Kewajiban 
moral 
Kontrol 
perilaku yang 
dipersepsikan 
Kepatuhan 
wajib pajak 
UMKM 
1≤ X< 1.80 
1,80≤X<2,60 
2,61≤X<3,40 
3,41≤X<4,20 
4,21≤X<5 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
SR 
R 
S 
T 
ST 
Ket :  
SR  = Sangat rendah    
R = Rendah 
S = Sedang 
T  =  Tinggi 
ST =  Sangat tinggi 
1) Analisis Deskriptif Variabel Sikap (X.1) 
Variabel sikap terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, seperti pada tebel berikut: 
Tabel 4.13 
Deskripsi item Pertanyaan Variabel Sikap (X.1) 
Jawaban 
Responden 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
X1.1 
F 2 23 4 44 22 95 
3.64 T Skor 2 46 12 176 110 346 
% 2.11 24.21 4.21 46.32 23.16 100 
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Lanjutan tabel… 
X1.2 
F 1 21 10 59 4 95 
3.46 T Skor 1 42 30 236 20 329 
% 1.05 22.11 10.53 62.11 4.21 100 
X1.3 
F 2 18 13 54 8 95 
3.51 T Skor 2 36 39 216 40 333 
% 2.11 18.95 13.68 56.84 8.42 100 
X1.4 
F 2 23 5 48 17 95 
3.58 T Skor 2 46 15 192 85 340 
% 2.11 24.21 5.26 50.53 17.89 100 
X1.5 
F 1 16 18 51 9 95 
3.54 T Skor 1 32 54 204 45 336 
% 1.05 16.84 18.95 53.68 9.47 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,55 T 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
  Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 95 orang sebagai 
responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item 
pernyataan pada sikap  (X.1) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,55. Pada 
indikator pertama yang berkaitan dengan keinginan Wajib Pajak UMKM untuk 
membayar pajak harus sesuai seharusnya. Banyak wajib pajak yang setuju hal ini 
ditunjukkan dengan banyaknya jawaban setuju dari responden yaitu sebesar 44 orang 
atau 46,32%. Pada indikator kedua berkaitan dengan menyiapkan dana cadangan 
untuk pemeriksaan pajak sebanyak 59 orang atau 62,11% yang menjawab setuju. 
 Pada indikator ketiga berkaitan dengan pemanfaatan pajak yang transparan, 
banyak Wajib Pajak UMKM yang telah mengapresiasi mengenai pengelolaan pajak 
yang transparan oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban 
setuju dari responden yaitu sebesar 54 orang atau 56,84%. pada indikator keempat 
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berkaitan dengan merasa diuntungkan oleh peraturan pemerintah tentang pajak 1% 
dari omzet. Banyak Wajib pajak UMKM yang merasa diuntungkan yang dilihat dari 
banyaknya responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 48 orang atau 50,53% dan 
sebanyak 23 atau 24,21% yang menjawab tidak setuju.  
Pada indikator kelima berkaitan dengan biaya suap ke fiskus lebih besar 
dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat, Wajib Pajak menganggap bahwa 
dengan memberi suap ke fiskus itu lebih besar biaya yang dikeluarkan dari pajak 
yang bisa dihemat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban setuju dari responden 
yaitu sebesar 51 orang atau 53,68%. 
2) Analisis Deskriptif Variabel Norma Subjektif (X.2) 
Variabel sikap terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, seperti pada tebel berikut: 
Tabel 4.14 
Deskripsi item Pertanyaan Variabel Norma Subjektif (X.2) 
 
Jawaban 
Responden 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Setuju 
Sangat 
Setuju 
Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
X2.1 
F 2 15 6 63 9 95 
3.65 T Skor 2 30 18 252 45 347 
% 2.11 15.79 6.32 66.32 9.47 100 
X2.2 
F 0 18 4 62 11 95 
3.69 T Skor 0 36 12 248 55 351 
% 0.00 18.95 4.21 65.26 11.58 100 
X2.3 
F 0 9 4 66 16 95 
3.94 T Skor 0 18 12 264 80 374 
% 0.00 9.47 4.21 69.47 16.84 100 
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Lanjutan tabel… 
X2.4 
F 0 9 3 66 17 95 
3.96 T Skor 0 18 9 264 85 376 
% 0.00 9.47 3.16 69.47 17.89 100 
X2.5 
F 0 10 6 70 9 95 
3.82 T Skor 0 20 18 280 45 363 
% 0.00 10.53 6.32 73.68 9.47 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,81 T 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada norma 
subjektif (X.2) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,81. Berdasarkan tabel diatas 
menunjukkan bahwa Pada indikator pertama yang berkaitan dengan pengaruh teman 
terhadap kepatuhan  membayar pajak sangat diperhatikan oleh Wajib Pajak.  Hal ini 
ditunjukkan dengan banyaknya jawaban setuju dari responden yaitu sebanyak 63 
0rang menjawab setuju atau 66,32%  Ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh teman bisa 
dijadikan landasan Wajib Pajak dalam membayar pajak.  
 Pada indikator kedua yang berkaitan dengan pengaruh keluarga terhadap 
kepatuhan  membayar pajak diperhatikan oleh Wajib Pajak.  Hal ini ditunjukkan 
dengan jawaban setuju dari responden yaitu sebanyak 62 orang menjawab setuju atau 
65,26%. Pada indikator ketiga berkaitan dengan pengaruh konsultan pajak. Wajib 
Pajak menilai bahwa pengaruh konsultan pajak cukup diperhatikan dalam membayar 
pajak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban setuju dari responden yaitu 
sebanyak 66 orang atau  69,47%.  
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Pada indikator keempat sosialisasi dari petugas pajak juga berpengaruh 
terhadap kepatuhan dalam membayar pajak dilihat dari banyanya yang menjawab 
setuju yaitu sebanyak 66 orang atau 69,47%. Dan pada indikator dorongan dari 
petugas pajak cukup diperhatikan dengan banyaknya jawaban setuju yaitu 70 orang 
atau 73,68%.pada  
3) Analisis Deskriptif Variabel Kewajiban Moral (X.3) 
Variabel sikap terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, seperti pada tebel berikut: 
Tabel 4.15 
Deskripsi item Pertanyaan Variabel Norma Kewajiban Moral (X.3) 
Jawaban 
Responden 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Setuju 
Sangat 
Setuju Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
X3.1 
F 0 20 15 56 4 95 
3.46 T Skor 0 40 45 224 20 329 
% 0.00 21.05 15.79 58.95 4.21 100 
X3.2 
F 0 20 11 60 4 95 
3.51 T Skor 0 40 33 240 20 333 
% 0.00 21.05 11.58 63.16 4.21 100 
X3.3 
F 0 18 10 62 5 95 
3.57 T Skor 0 36 30 248 25 339 
% 0.00 18.95 10.53 65.26 5.26 100 
X3.4 
F 0 18 7 57 13 95 
3.68 T Skor 0 36 21 228 65 350 
% 0.00 18.95 7.37 60.00 13.68 100 
X3.5 
F 0 18 7 57 13 95 
3.68 T Skor 0 36 21 228 65 350 
% 0.00 18.95 7.37 60.00 13.68 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,58 T 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
kewajiban moral (X.3) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,58. Berdasarkan tabel 
diatas menunjukkan bahwa Pada indikator pertama yang berkaitan dapat diketahui 
bahwa mayoritas responden sebanyak 56 orang atau 62,1% menjawab setuju atas item 
pernyataan menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar 
etika dan sebanyak 20 orang atau 21,05% yang menjawab tidak setuju.  Sebanyak 60 
orang atau 63,16% menjawab  setuju atas item pernyataan  merasa bersalah ketika  
tidak patuh dan sebanyak 20 orang atau 21,05% yang merasa  tidak bersalah dengan 
menjawab tidak setuju. 
 Sebanyak 62 orang atau 65,26% menjawab setuju atas item pernyataan 
ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar prinsip hidup dan 18 
orang atau 18,95 yang menjawab tidak setuju. Sebanyak 57 orang atau 60% 
menjawab  setuju atas item pernyataan merasa malu apabila tidak membayar pajak. 
Sebanyak 57 orang atau 60% menjawab setuju atas item pernyataan menjadi warga 
Negara yang baik ketika mematuhi peraturan perpajakan. 
4) Analisis deskriptif variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan(X.4) 
Variabel sikap terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, seperti pada tebel berikut: 
Tabel 4.16 
Deskripsi item Pertanyaan Variabel Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan(X.4) 
Jawaban 
Responden 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Setuju 
Sangat 
Setuju Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
X4.1 
F 0 18 2 55 20 95 
3.62 T 
Skor 0 36 6 220 100 362 
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Lanjutan tabel… 
 % 0.00 18.95 2.11 57.89 22.11 100   
X4.2 
F 0 16 4 56 19 95 
3.82 T Skor 0 32 12 224 95 363 
% 0.00 16.84 4.21 58.95 20.00 100 
X4.3 
F 1 19 10 56 9 95 
3.38 T 
Skor 1 38 30 224 45 338 
% 1.05 20.00 10.53 58.95 9.47 100 
X4.4 
F 0 18 3 62 12 95 
3.53 T Skor 0 36 9 248 60 353 
% 0.00 18.95 3.16 65.26 12.63 100 
X4.5 
F 1 18 4 58 14 95 
3.51 T Skor 1 36 12 232 70 351 
% 1.05 18.95 4.21 61.05 14.74 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,57 T 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 95 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada norma 
subjektif (X.4) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,57. Dapat diketahui bahwa 
mayoritas responden sebanyak 55 orang atau 57,89% menjawab setuju dan sebanyak 
18 orang atau 18,95% menjawab tidak setuju atas item pernyataan kemungkinan 
diperiksa pihak fiskus (petugas pajak).  
Sebanyak 56 orang atau 58,95% menjawab setuju atas item pernyataan 
kemungkinan dikenai sanksi banyak wajib pajak yang membayar pajak hanya karena 
takut untuk dikenakan sanksi. Sebanyak 56 orang atau 58,95% menjawab setuju atas 
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item pernyataan kemungkinan pelaporan pihak ketiga. Pada indikator mendapat 
pinjaman dari Bank dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 62 orang 
atau 65,26% menjawab setuju dan atas item pernyataan kemungkinan diperiksa 
petugas pajak. Sebanyak 58 orang atau 61,05% dan 18 orang menjawab tidak setuju 
atau 18,95%.  
5) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, 
seperti pada tebel berikut: 
Tabel 4.17 
Deskripsi item Pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y) 
 
Jawaban 
Responden 
Sangat  
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju Total 
Rata-
rata 
Ket 
Bobot 1 2 3 4 5 
Y.1 
F 2 34 1 45 13 95 
3.35 S Skor 2 68 3 180 65 318 
% 2.11 35.79 1.05 47.37 13.68 100 
Y.2 
F 4 30 1 48 12 95 
3.36 S Skor 4 60 3 192 60 319 
% 4.21 31.58 1.05 50.53 12.63 100 
Y.3 
F 2 30 1 56 6 95 
3.36 S Skor 2 60 3 224 30 319 
% 2.11 31.58 1.05 58.95 6.32 100 
Y.4 
F 2 32 2 48 11 95 
3.36 S Skor 2 64 6 192 55 319 
% 2.11 33.68 2.11 50.53 11.58 100 
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Lanjutan tabel… 
Y.5 
F 7 26 8 35 19 95 
3.35 S Skor 7 52 24 140 95 318 
% 7.37 27.37 8.42 36.84 20.00 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,35 S 
Sumber: Data primer yang diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.17  dapat 
diketahui bahwa dari 95 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi 
responden terhadap item-item pernyataan pada kepatuhan wajib pajak umkm (Y) berada 
pada daerah sedang dengan skor  3,35. Dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 
45 orang atau 47,37% menjawab setuju dan 34 orang atau 35,79% menjawab tidak setuju atas 
item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda keterlambatan 
penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa. Sebanyak 48 orang atau 50,53% menjawab 
setuju atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda 
keterlambatan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.  
Sebanyak 56 orang atau 58,95% menjawab  setuju dan 30 orang atau 31,58% 
menjawab tidak setuju  atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas 
denda  kekurangan pajak yang disetorkan. Sebanyak 48 orang atau 50,53% menjawab setuju 
atas item pernyataan tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas bunga keterlambatan 
pembayaran pajak terutang. Sebanyak 35 orang atau 36,84% menjawab setuju dan 26 orang 
atau 27,37% menjawab tidak setuju atas item pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman 
karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan.  
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3. Uji asumsi klasik 
a. Uji normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara 
normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample 
kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, 
apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan 
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov 
lebih besar dari 0,05. Hasil pengujiannormalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 
data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,222  
> 0,05. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 95 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 4.04371941 
Most Extreme Differences 
Absolute .107 
Positive .048 
Negative -.107 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .222 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
         Sumber: Output SPSS 21 (2014) 
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b. Uji multikolinearitas 
Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. 
Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen 
yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji 
adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika 
nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Sumber: Output SPSS 21 (2014) 
Interpretasi dari hasil ini terlihat tingkat tolerance sebagai berikut: 
Sikap = 0,890  
Norma Subjektif = 0,913 
Kewajiban Moral = 0,883 
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan  = 0,883 
Interpretasi dari hasil ini terlihat tingkat VIF sebagai berikut: 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constant) 
-5.393 3.417  -
1.578 
.118   
SIKAP .243 .106 .208 2.290 .024 .890 1.123 
NORMASUBJEKTIF .335 .146 .206 2.294 .024 .913 1.096 
KEWAJIBANMORAL .244 .113 .198 2.171 .033 .883 1.132 
KONTROLPERILAKU .381 .119 .291 3.192 .002 .883 1.132 
a. Dependent Variable: KEPATUHANWP 
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VIF Sikap = 1,123 
VIF Norma Subjektif = 1,096 
VIF Kewajiban Moral  = 1,132 
VIF Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan = 1,132 
Semua data variabel terbebas dari multikolinearitas karena memiliki tolerance 
di atas 0,1 dan VIF dibawah 10. 
c. Uji heteroskedastisitas 
Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah 
uji glejser. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:  
1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05  maka kesimpulannya tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
2) Jika  nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05  maka kesimpulannya terjadi 
heteroskedastisitas. 
Tabel  4.20 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.875 1.972  .951 .344 
SIKAP -.031 .061 -.056 -.513 .609 
NORMASUBJEKTIF .013 .084 .017 .159 .874 
KEWAJIBANMORAL -.032 .065 -.054 -.487 .627 
KONTROLPERILAKU .124 .069 .198 1.801 .075 
a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Output SPSS 21 (2014) 
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Hasil uji heteroskedastisitas dari tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel 
sikap (X1) sebesar 0,609 >  0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, variebel 
norma subjektif (X2) sebesar 0,874 > 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, 
variabel kewajiban moral (X3) sebesar 0,627 > 0,05 artinya tidak terjadi 
heteroskedastisitas, dan variabel control perilaku yang dipersepsikan sebesar 0,075 > 
0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. 
4. Hasil Uji Hipotesis 
 Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan 
adalah pengujian hipotesis penelitian yang meliputi, koefisien determinasi, uji F dan 
uji t. hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. 
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 
presentase pengaruh variabel sikap wajib pajak, norma subjektif,  kewajiban moral, 
kontrol perilaku yang dipersepsikan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
peneliti melakukan  pengujian  koefisien  korelasi atau R dan pengujian koefisien 
determinasi  atau  R  Square  (R
2
). Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dan 
determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.21 
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .584
a
 .341 .311 4.133 
a. Predictors: (Constant), KONTROLPERILAKU, NORMASUBJEKTIF, SIKAP, 
KEWAJIBANMORAL 
b. Dependent Variable: KEPATUHANWP 
           Sumber: Output SPSS 21 (2014) 
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 Berdasarkan tebel diatas nilai R adalah 0,570 menurut pedoman interpretasi 
koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang (sedang) atau 
cukup berpengaruh secara signifikan karena berada pada interval 0,40 – 0,599. Hal ini 
menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol 
perilaku yang dipersepsikan berpengaruh sedang atau cukup signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. 
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R square yang 
diperoleh sebesar 0,325 dan nilai Adjusted R square sebesar 0,295 yang 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP 
Pratama Makassar Utara dipengaruhi oleh variabel sikap wajib pajak, norma 
subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, 29,5% dan sisanya 
70,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel 
sikap, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial yang ditunjukkan 
pada tabel berikut. 
Tabel 4.22 
Hasil Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -5.393 3.417  -1.578 .118 
SIKAP .243 .106 .208 2.290 .024 
NORMASUBJEKTIF .335 .146 .206 2.294 .024 
KEWAJIBANMORAL .244 .113 .198 2.171 .033 
KONTROLPERILAKU .381 .119 .291 3.192 .002 
a. Dependent Variable: KEPATUHANWP 
Sumber: Output SPSS 21 (2014) 
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Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut: 
Y =  -5,393+0,243 X1 + 0,335 X2 + 0,244 X3 + 0,381X4+e  
Pada model regresi yang telah didapatkan penulis dengan taksiran diatas, 
maka memperlihatkan bahwa taksiran itersep dimana β0 = -5,303, taksiran β1 = 0,247, 
taksiran β2= 0,360, dan taksiran β3= 0,114, dan taksiran β4=0,260. Dengan penjelasan 
yang terperinci dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Konstanta= -5,393, artinya ada atau tidaknya sikap, norma subjektif, kewajiban 
moral dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan bertambah, maka kepatuhan 
wajib pajak UMKM tidak akan mengalami perubahan baik bertambah ataupun 
berkurang (tetap). 
b. Koefisien regresi X1 = 0,243 artinya jika sikap meningkat maka kepatuhan wajib 
pajak UMKM juga akan meningkat. 
c. Koefisien regresi X2 = 0,335 artinya jika norma subjektif meningkat  maka 
kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat.. 
d. Koefisien regresi X3 = 0,244 artinya jika kewajiban moral meningkat maka 
kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan berkurang. 
e. Koefisien regresi X4 = 0,381 artinya jika kontrol perilaku yang dipersepsikan 
meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat. 
C. Pembahasan  
Berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai pengaruh sikap (X1), norma 
subjektif (X2), kewajiban moral (X3), kontrol perilaku yang dipersepsikan (X4) 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 
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1) Pengaruh sikap (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 
 Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis H1 menunjukkan 
bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.22 diketahui bahwa nilai t hitung pada 
hubungan antara variabel sebesar 2,290 dengan signifikansi sebesar 0,024. Untuk 
mengetahui veriabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan membandingkan 
nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 95 sebesar 1,985. Hasil 
koefisien korelasi  menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel dan 
menunjukkan angka positif (2,290 > 1,985) maka terdapat pengaruh positif. 
Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai  =0,05 (0,024 < 0,05), 
menyatakan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Jadi kesimpulan dari hipotesis H1 adalah diterima yaitu sikap berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa sikap mempunyai pengaruh  positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan 
bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki sikap terhadap kepatuhan pajak positif, 
menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan tinggi. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hardaya (2013) dan Novita 
Maladia (2010) yang menunjukkan bahwa sikap berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap  kepatuhan dalam membayar pajak.  
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2) Pengaruh Norma subjektif (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM (Y) 
 Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis H2 menunjukkan 
bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.22 diketahui bahwa nilai t 
hitung pada hubungan antara variabel sebesar 2,294 dengan signifikansi sebesar 
0,024. Untuk mengetahui veriabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah dengan 
membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 95 sebesar 
1,985. Hasil koefisien korelasi  menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel 
dan menunjukkan angka positif (2,294 > 1,985) maka terdapat pengaruh positif. 
Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai  =0,05 (0,024 < 0,05), 
menyatakan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Jadi kesimpulan dari hipotesis H2 adalah diterima yaitu norma 
subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa norma subjektif mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh norma subjektif atau orang sekitar 
(perceived sosial pressure) yang kuat mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk 
berperilaku patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Sri Hardaya (2013), yang menunjukkan bahwa Norma 
Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. 
Dimana ketika Norma Subjektif berpengaruh baik terhadap Wajib Pajak maka akan 
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Mustikasari (2007) menemukan bahwa 
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pengaruh orang sekitar (perceived social pressure) yang kuat mempengaruhi niat tax 
professional untuk berperilaku patuh.  
3) Pengaruh kewajiban moral (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM (Y) 
 Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis H3 menunjukkan 
bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.22 diketahui 
bahwa nilai t hitung pada hubungan antara variabel sebesar 2,171 dengan signifikansi 
sebesar 0,033. Untuk mengetahui veriabel tersebut berpengaruh atau tidak adalah 
dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 95 
sebesar 1,985. Hasil koefisien korelasi  menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari 
pada ttabel dan menunjukkan angka negatif  2,171 > 1,985. Probabilitas signifikansi 
yang lebih kecil dari nilai  =0,05 (0,033 < 0,05), menyatakan kewajiban moral  
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.. Jadi 
kesimpulan dari hipotesis H3 adalah diterima yaitu kewajiban moral berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan 
bahwa UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, kepatuhan dalam 
membayar pajak tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikasari 
(2007) membuktikan bahwa tax professional yang memiliki kewajiban moral yang 
tinggi, niat kepatuhan pajaknya tinggi.  
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4) Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan (X4) terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM (Y) 
 Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis H4 menunjukkan 
bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.22 
diketahui bahwa nilai t hitung pada hubungan antara variabel sebesar 3,192 dengan 
signifikansi sebesar 0,002. Untuk mengetahui veriabel tersebut berpengaruh atau 
tidak adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 
5% dan n = 95 sebesar 1,985. Hasil koefisien korelasi  menunjukkan bahwa thitung 
lebih besar dari pada ttabel dan menunjukkan angka positif (3,192 > 1,985) maka 
terdapat berpengaruh positif. Probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai 
 =0,05 (0,002 < 0,05), menyatakan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi kesimpulan dari 
hipotesis H4 adalah diterima yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kontrol keperilakuan yang 
dipersepsikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak 
UMKM atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak UMKM untuk 
berperilaku patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa semakin 
tinggi persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional maka akan mendorong tax 
professional patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kontrol keperilakuan. 
Penelitian Sri Hardaya (2013) menunjukkan bahwa kontrol keprilakuan yang 
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dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dimana 
ketika kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dinilai baik oleh wajib pajak maka 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.  
5) Variabel yang paling berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 
UMKM. 
 Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis H5 variabel yang 
paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kontrol perilaku 
yang dipersepsikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.22. nilai B kontrol perilaku yang 
dipersepsikan sebasar 4,645 yang paling tinggi diantara variabel yang lain. Nilai t 
sebasar 3,192 dan signifikansi sebesar 0,002 dan merupakan variabel yang paling 
signifikan,  Jadi kesimpulan dari hipotesis H5 adalah diterima yaitu  kontrol perilaku 
yang dipersepsikan paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar 
kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat keinginan seseorang untuk 
memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang 
nyata di lapangan (actual behavior control) niat tersebut akan diwujudkan jika 
kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi 
bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di 
lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan. Kondisi 
di lapangan dalam penelitian ini berupa adanya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 
2013 tentang pajak 1% yang dipungut dari usaha tertentu yang memiliki omzet 
sampai 4,8 milyar dalam setahun yang semakin mendukung wajib pajak untuk 
berperilaku patuh. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Makassar Utara dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sikap berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP 
Pratama Makassar Utara . Hal ini berarti bahwa wajib pajak UMKM yang 
memiliki sikap terhadap kepatuhan pajak positif, maka kepatuhan wajib pajak 
UMKM akan tinggi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa norma subjektif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti pengaruh norma 
subjektif atau orang sekitar (perceived sosial pressure) yang kuat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menemukan 
bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. 
Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, 
kepatuhan dalam perpajakan itu tinggi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 
Makassar Utara. Hal ini berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak UMKM 
atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak UMKM untuk 
berperilaku patuh dalam membayar pajak.  
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2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan 
paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Makassar Utara. Berarti Semakin positif sikap terhadap perilaku 
dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, 
maka semakin kuat keinginan seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. 
Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual 
behavior control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. 
Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan 
niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak 
memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan. Kondisi di 
lapangan dalam penelitian ini berupa adanya Peraturan Pemerintah nomor 46 
tahun 2013 tentang pajak 1% yang dipungut dari usaha tertentu yang memiliki 
omzet sampai 4,8 milyar dalam setahun yang semakin mendukung wajib pajak 
untuk berperilaku patuh 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, adapun 
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran yang dapat 
diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, 
yaitu: 
1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara diharapkan dapat 
memperhatikan dan memahami sikap, norma subjektif, kewajiban moral dan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib 
UMKM.  
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2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan survei wawancara selain 
kuesioner, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya respon bias. Bias juga 
dengan menambah atau bahkan mengganti variabel-variabel lainnya, hal ini 
bertujuan agar responden dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya. 
3. Penelitian mengambil objek yang terbatas yaitu hanya pada KPP Pratama 
Makassar utara yang menaungi 6 kecamatan yaitu, Kec. Wajo Kec. Ujumg 
Tanah, Kec. Tallo, Kec. Bontoala, Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea untuk  
peneliti selanjutnya Ruang lingkup penelitian dapat diperluas lagi sehingga 
tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas, misalnya semua KPP yang 
ada di kota Makassar. 
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KUESIONER PENELITIAN 
Yth, Bapak/ Ibu/ Saudara wajib pajak UMKM  
 Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, khususnya kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara berkenan untuk berpartisipasi dalam 
mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh 
karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Data yang saya perlukan 
merupakan persepsi Bapak/Ibu saudara dan bukan hard copy yang merupakan rahasia 
instansi. Data ini akan dianalisis dalam bentuk agregat, bukan dalam bentuk spesifik 
jawaban Bapak/Ibu, saudara Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga 
kerahasiaan jawaban responden. 
 Judul penelitian saya : 
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Utara 
Yang melakukan penelitian : 
Nama   :  Riswandi 
Status  : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Alauddin Makassar 
Alamat :  Samata BTN Mega Rezky Blok P No 9 
Telepon :  081245546797 
 Terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara meluangkan waktu mengisi 
lembar kuesioner penelitian ini. Semoga jerih payah Bapak/ Ibu/ Saudara bermanfaat 
untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia. 
                                                                                                     Makassar,      2014 
      Hormat saya : 
Riswandi 
Peneliti 
 
 
 
 
 
 
Data Responden 
1) Nama    : 
2) Jenis kelamin      : 
3) Umur     : 
4) Nama usaha  : 
5) Pendidikan Terakhir  : 
6) Penjualan per bulan :   
a) Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh 
pertanyaan yang disediakan. 
b) Berilah tanda (√) pada pada kolom yang anda anggap paling tepat mewakili pilihan 
anda. 
c) Ada Tujuh alternatif jawaban, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu : 
1. Sangat Tidak Setuju = STS 
2. Tidak Setuju   = ST 
3. Ragu-ragu    = R 
4. Setuju    = S  
5. Sangat Setuju   = SS 
Sikap (X1) 
No Pernyataan STS 
1 
TS 
2 
R 
3 
S 
4 
SS 
5 
1 Keinginan saya membayar pajak sesuai 
seharusnya 
     
2 Saya menyiapkan dana cadangan untuk 
pemeriksaan pajak  
     
3 Menurut saya pemanfaatan pajak 
transaparan. 
     
4 Saya merasa diuntungkan oleh peraturan 
pemerintah tentang pajak 1% dari omzet 
     
5 Menurut saya Biaya suap ke fiskus (petugas 
pajak) lebih besar dibanding dengan pajak 
yang bisa dihemat 
     
 
 
 
Norma subyektif (X2) 
1 Pernyataan STS 
1 
TS 
2 
R 
3 
S 
4 
SS 
5 
 Saya patuh terhadap peraturan pemerintah untuk 
membayar pajak karena dorongan teman 
     
2 Saya patuh terhadap peraturan pemerintah untuk 
membayar pajak  karena dorongan keluarga 
     
3 Saya patuh terhadap peraturan pemerintah untuk 
membayar pajak karena dorongan konsultan 
pajak 
     
4 Saya patuh terhadap peraturan pemerintah untuk 
membayar pajak karena masih kurang sosialisasi 
dari petugas pajak 
     
5 Saya patuh terhadap peraturan pemerintah 
untuk membayar pajak karena adanya 
dorongan dari petugas pajak 
     
 
Kewajiban moral (X3) 
No Pernyataan STS 
1 
TS 
2 
R 
3 
S 
4 
SS 
5 
1 Menurut saya ketidakpatuhan pajak  merupakan 
tindakan yang  melanggar etika 
     
2 Saya merasa bersalah ketika saya tidak 
membayar pajak 
     
3 Menurut saya ketidakpatuhan pajak merupakan 
tindakan yang  melanggar prinsip hidup saya 
     
4 Saya merasa malu ketika saya tidak membayar 
pajak 
     
5 Saya akan menjadi warga Negara yang baik 
ketika saya mematuhi paraturan perpajakan  
     
 
 
 
 
 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan (X4) 
No  Pernyataan STS 
1 
TS 
2 
R 
3 
S 
4 
SS 
5 
1 Saya mematuhi peraturan perpajakan karena  
kemungkinan akan di periksa oleh fiskus 
(petugas pajak) 
     
2 Saya membayar pajak karena kemungkinan akan 
dikenakan sanksi 
     
3 saya membayar pajak karena kemungkinan akan 
dilaporkan oleh pihak ketiga 
     
4 Saya membayar pajak agar bisa 
mendapatkan pinjaman dari Bank 
     
5 Saya mematuhi peraturan perpajakan karena  
kemungkinan akan ditegur oleh petugas pajak 
     
Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) 
Pada 2 tahun pajak terakhir, sebagai wajib pajak saya mengalami hal-hal berikut ini: 
No  Pernyataan STS 
5 
TS 
4 
R 
3 
S 
2 
SS 
1 
1 
Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas 
denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat 
Pemberitahuan) Masa 
     
2 
Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas 
denda keterlambatan penyerahan SPT (Surat 
Pemberitahuan) Tahunan 
     
3 
Tidak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) atas 
denda kekurangan pajak yang disetorkan 
     
4 
Tidak menerima STP atas bunga keterlambatan  
pembayaran pajak terhutang 
     
5 
Tidak  pernah  dijatuhi hukuman karena 
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 
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